SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 91
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING

Menimbang :

Mengingat :

a.

DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan untuk
ditetapkan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar
Nomor 91 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19359 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



10.

11

12.

13.

14.

15.

165,

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
465);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
15);

21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 91
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 134 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah, diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan
daerah;

(2) Hibah dapat diberikan kepada:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah Lainnya;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan atau

d. badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang atau
jasa;

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan;

(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat;

(6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria
paling sedikit:

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;

c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau

2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;

e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(2) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/Lembaga

pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang
bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang
diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(2) huruf d diberikan kepada:

a

b.

. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki
surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri,gubernur atau
bupati/walikota;

. badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan/kesatuan masyarakat hokum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertical atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya; dan

. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah sesuail dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hokum perkumpulan, yang telah
mendapatkan pengesahan badan hokum dari kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a.
b.
G,

memiliki kepengurusan di daerah domisili;

memiliki keterangan domisili dari lurah setempat; dan

berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau
badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi
Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan

hak asasi manusia;

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan

c.

Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 17

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD;

(2) NPHD sebagimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan
mengenai:

pemberi dan penerima hibah;

jumlah dan tujuan pemberian hibah;

besaran/rincian penggunaan hibah uang yang akan diterima;

jenis barang atau jasa yang akan diserahterimakan untuk hibah barang

atau jasa;

e. hak dan kewajiban;

f. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah; dan

g. tata cara pelaporan hibah.

a0 op

(3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD;

(4) NPHD sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani:

a. oleh Walikota dan penerima hibah untuk hibah uang dengan nilai diatas
Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

b. oleh Sekretaris Daerah dan penerima hibah untuk hibah uang dengan
nilai di atas Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
sampai dengan Rp.750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

c. oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan penerima
hibah untuk hibah uang sampai dengan nilai Rp.250.000.000,- (Dua
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(5) NPHD untuk hibah berupa barang/jasa ditandatangani oleh Kepala SKPD dan
penerima hibah.

Pasal I1

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA MAKASSAR
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSHAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN2019 NOMOR 12



